Daftar Rancangan Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan

di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2026

No

Judul Peraturan

Status

Rancangan Undang-Undang

1

RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025

Proses Harmonisasi

Rancangan Peraturan Pemerintah

1

RPP tentang Pelaporan Keuangan dan
Instansi Pemerintah;

Kinerja

Selesai Harmonisasi

RPP Perubahan PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;

2 Proses Harmonisasi
dan

3 RPP tentang Tata  Cara Pelaksanaan APBN  (Pengganti PP Proses Harmonisasi
45/2023)

4 RPP tentang Perubahan PP Nomor 39 Tahun Penetapan SK PAK

2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Rancangan Peraturan Presiden

1

RPerpres tentang Kebijakan Pemberian
Pinjaman oleh Pemerintah Pusat

Penetapan SK PAK

Rancangan Peraturan Menteri Keuangan

1

RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 44 Tahun 2024
tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan
Kekurangan Kas Pemerintah Pusat

Proses Harmonisasi

RPMK tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada

Pembahasan Unit

2 Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja .
. . Terkait
Negara di Dalam Negeri
3 RPMK tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pembahasan Unit
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran Terkait
4 | RPMK tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga Pembahasan Internal
RPMK tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah ,
. o Pembahasan Unit
5 Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran .
Terkait
Negara
RPMK tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah
6 Pembahasan Internal
Pusat
RPMK tentang Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah , ,
7 . Selesai Legal Drafting
pada Kementerian Negara/Lembaga
RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
8 |dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia dan | Selesai Legal Drafting
Atase Teknis di Luar Negeri
9 RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemb_?:isa?tn Unit
RPMK tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Kas pada Badan
10 Layanan Umum untuk Penambahan Investasi Pemerintah pada Pembahasan Unit

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan
Investasi Pemerintah

Terkait




RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 179/PMK.05/2017

11 | tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan | Selesai Legal Drafting
Pemberian Pinjaman

12 REMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Selesai Legal Drafting
Lainnya

13 RPMK tentang Standar Kompetensi Teknis bagi Pengelola Proses Harmonisasi

Perbendaharaan pada Satuan Kerja Pengguna APBN

Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

1

RPerdirjen tentang SAKTI BLU

Pembahasan Unit
Terkait




